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Abstract: Theincrease of Foreign Direct Investment (FDI) wasimproved greatly year to datein our
country. Despite of the positive devel opment, there was anomalous condition in Indonesia. Onthe
one side, the Indonesian government seriously done huge efforts to increase FDI readlization with
special facilities, but on the other side, many foreign companies in terms of Foreign Investment
Company did not pay Corporate Income Tax and file Income Tax Return which shown atax lossfor
long times. Those anomal ous phenomenon was occured hypothetically due to the practice of tax
avoidance by those companies policy. Thisresearch aim to capture practice of tax avoidance by the
Foreign Investment Company. The research methods using qualitative instrument and participa-
tory observations. Qualitativeinstrument includesindepth interview with the key informants. This
research result indicates there are five practices of tax avoidance which commonly performed
through ascheme of transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, controlled foreign corpo-
ration (CFC), and the use of tax heaven countries. Those tax avoidance practice was occured by
using the loopholes of Indonesian tax regulation. Another result of this research also depicts our
understanding on the close rel ati onshi p between subsidiary company with its parent company abroad.
For further research astheoritical implication, next researcher should be ableto combine quantiative
aswell as qualitative method in order to have robust research result and rigor recommendation.
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Salah satu dari dampak nyata globalisas saat ini
hilangnya hambatan perdagangan yang menye-
babkan peningkatan volume perdagangan dunia.
Perdagangan yang meningkat bukan hanyamen-
dorong proses alih teknologi, tetapi juga akan
memperlancar arusbarang dan jasa. Bersamaan
denganintegrasi perdagangan duniasaat ini, juga
terjadi proses integrasi keuangan dunia.
Kemampuan untuk memasok modal, terutama
dalam bentuk penanaman modal asing langsung
(Foreign Direct Investment/FDI ) merupakan
salah satu kunci keberhasilan negara-negara
industri maju. Menurut Kartasasmita (1996:7),
negara industri maju saat ini telah menjadi
pengekspor modal yang penting. Padatahun 1994
sebesar 40% aliran FDI di dunia menuju negara
berkembang naik. Pada tahun 2010 diperkirakan
hampir separuh (48%) aliran FDI akan menuju
ke negara berkembang.

FDI memainkan peranan penting dalam
proses industrialisasi. Perubahan yang sangat
besar telah terjadi baik dari segi ukuran, cakupan
dan metode FDI dalam dekade terakhir.
Perubahan yang terjadi karena perkembangan
teknologi, pengurangan pembatasan bagi inves-
tas asing dan akuisisi di banyak negara, serta
deregulas dan privatisasi di berbagal industri.
Berkembangnyasistem teknologi informasi serta
komunikasi global yang makin murah memung-
kinkan manajemen investasi asing dilakukan
dengan jauh lebih murah (Kartasasmita,
1996:11).

Beberapaalasan mengapainvestor asing
dari negaramaju melakukan investasi di negara
berkembang. Lal Das (2001 : 2) dalam tulisannya
pada Quarterly magazine of the IMF mengemu-
kakan bahwa ada tiga aasan utamayang men-
dorong investor asing dari negaramaju melaku-
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kan investasi di negaraberkembang, yakni; Per-
tama, pemahaman bahwa keuntungan dari modal
yang diperoleh di negaranya kurang memadai;
Kedua, sebagai upayauntuk mengkombinasikan
modal yang dimilikinyadengan tenagakerjayang
murah di negaratujuaninvestas untuk mengurangi
biayaproduks; Ketiga, penggunaan bahan baku di
Negaraberkembang yang dekat dengan sumbernya.

Sementaraitu, bagi Negaratempat inves-
tasl kehadiran investor asing dalam bentuk FDI
memberikan berbagal sumber dayaberupamodal,
teknologi produksi, kemampuan organisasi dan
mangerid, informas (know how), aksespemasaran
melalui jaringan pemasaran dari perusahaan
internasiona (Abes, 2003:10-13).

Bagi Indonesasebaga negaraberkembang,
upayamenarik investad asng yang bersfat langsung
sampal saat ini masih menjadi agenda penting
pemerintah. Bebergpainsentif di bidang perpgakan
yang diberikan pemerintah Indonesiakepadainves-
tor asing yang bersfat langsung antaralainfasilitas
perpa akan atas penanaman modal di bidang-bidang
usahatertentu dan atau di daerah-daerah tertentu
baik yang melakukan penanaman baru atau
perluasan berupa fasilitas perpajakan (PPh)
berdasarkan K eputusan Presiden.

Undangan pemerintah kepadainvestor asing
untuk terusmenanamkan investas di Indonesiatak
pernah henti diserukan. Upaya-upayauntuk menarik
investor aang masuk kel ndonesiatelah membuahkan
hasi| berupamasuknyainvestor asing Foreign Di-
rect Investment (FDI) dalam jumlah yang cukup
besar. Besarnyajumlah realisasi investasi asing
tersebut yang sela u meningkat dari waktu kewaktu.

Daam kaitannyadengan hal di atas, di In-
donesiaterjadi fenomenayang bersifat paradoksal.
Di satu sisi pemerintah sangat gencar melakukan
upaya-upayauntuk meningkatkan redisad investas
asing Foreign Direct Investment dengan
menawarkan berbagai fasilitas, namundi sisi lain
ternyatameskipun banyak fasilitasyang diberikan
Pemerintah ternyatacukup banyak perusahaanasing,
khususnya perusahaan Penanaman Modal Asing
(PMA) yang tidak membayar pajak dalam jangka
waktu yang cukup lamakarenaselalu melaporakan
rugi dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
Pajak Penghasilan (PPh) Badannya. Anehnya
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meskipun perusahaan selalu melaporkan rugi
berturut-turut dalam jangkawaktu yang cukup lama,
namun perusahaan tersebut tidak bangkrut (collaps).

Fenomenabanyaknya perusahaan penana-
manmoda asing yang me aporkan rugi padalaporan
keuangannyadan tidak membayar pajak berturut-
turut sslamab tahun atau lebih, antaralain ditengaral
karena praktik penghindaran pajak menuntut
perhatian lebih dari pemerintahterutamaDirektorat
Jenderal Pgjak (DJP). Jika perusahaan memang
benar-benar mengalami kerugian dalam jangka
waktu yang cukup lama, mengapaperusahaan tidak
menutup usahanyadan mengapa perusahaan tetap
eksis(tidak collaps). Pertanyaan penelitian adalah
baga manapraktik-praktik penghindaran pgak yang
umumnyadilakukan oleh FDI berbentuk penanaman
modal asing di Indonesia? Tujuan penelitian untuk
mengidentifikas praktik penghindaran pgjak (tax
avoidance) yang padaumumnyadilakukan oleh
Foreign Direct Investment yang berbentuk sub-
sidiary company (Penanaman Modal Asing) di In-
donesiakhususnyapadapraktik yang paling lazim
digunakan PMA

Praktek penghindaran pajak berkaitan
dengan perencanaan pgak. Secara konseptual
perencanaan pajak meliputi pengurangan pajak
secara permanen maupun kemungkinan penang-
guhannya. Penghematan pajak dapat diperoleh
dari perencanaan paak dengan melibatkan bebe-
rapa konsep seperti: pemanfaatan pengecualian
pajak, pengurangan tarif pajak menyeluruh,
maksimalisasi pengurangan penghasilan, perce-
patan pengeluaran, penundaan objek pajak,
strukturisasi transaksi kena pajak menjadi tidak
kena pajak, dan sebagainya. Pada Foreign Di-
rect Investment khususnyayang berbentuk subsid-
iary company, perencanaan pajak yang dilaku-
kannyamelibatkan regulasi |ebih dari satu negara
yang sering dikenal dengan international tax
planning.

Adapun tujuan dari perencanaan pgak
internasional menurut Spitz (1983:1, 2001:2)
untuk meminimalisas aaumenangguhkan pengenaan
pa ak secaralegd ddam upayamencapal bisnisyang
diinginkan, mengantisipasi pajak bergandadan
memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan
antaraduaatau lebih 9 stem perpgj akan sertafaktor-



faktor non pgak lainnya(Bensako et al, 2003:82).
Menurut Gunadi (2007:84) penghindaran pgjak (tax
avoidance) terutamamelibatkan komersidisas dan
pemanfaatan secaraefektif kebijakan pgak yang le-
gitimate, defiasi teknisdan ambiguitasdaam pera-
turan perundang-undangan. Sementaraitu, penye-
lundupan atau penggel gpan pg ak dan sgenisnya(tax
evasion) terutamaterjadi dengan penghilangan atau
kurang melaporkan objek pajak yang kadangkala
didukung dengan rekayasalegal, akuntans dan ad-
ministratif lainnya(Gunadi, 1994:276).

Komiteurusanfiskal OECD (Organization
for Economic Cooperation and Development)
menambahkan karakteristik lain dari tax avoidance
bahwakerahasiaan jugatermasuk bentuk skemaini
yang padaumumnyakonsultan pgjak menunjukkan
alat atau caraavoidance dengan syarat Wajib Pgjak
menjaga serahasiamungkin. Rohatgi (2002:342)
menyebutkan di banyak negara penghindaran pgak
dibedakan atas penghindaran pajak yang
diperbolehkan (acceptable tax avoidance/tax
planning/tax mitigation) dan yang tidak
diperbolehkan (unacceptable tax avoidance).
Penghindaran pajak dapat saja ilegal apabila
transaks yang dil akukan semata-matauntuk tujuan
penghindaran pajak atau tidak mempunyai tujuan
bisnis yang baik (bonafide business purpose).
Antarasatu negaradengan negaralain dapat sgja
mempunyal pandangan yang berbedatentang skema
apasagjayang dapat dikategorikan sebagai accept-
able tax avoidance atau unacceptable tax avoid-
ance.

Dari beberapa literatur perpajakan
internasional diketahui bahwa ada beberapa
skema penghindaran pajak yang sering dilakukan
oleh perusahaan multinasional, yaitu:

Transfer Pricing

Menurut Gunadi (1994:184) transfer
pricing merupakan jumlah hargaatas penyerahan
(transfer) barang atau imba an atas penyerahanjasa
yang telah disepakati oleh keduabelah pihak dalam
transaks bisnismaupun finansial. Dalam konteks
perpajakan transfer pricing digunakan untuk
merekayasa pembebanan harga suatu transaksi
antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai
hubungan i stimewadalam rangkameminimalkan
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beban pgjak yang terutang secarakesel uruhan atas
grup perusahaan..

Pemanfaatan tax haven country

Spitz (2001:31-32) menjelaskan termino-
logi tax haven (pelabuhan pajak) mengacu pada
yurisdiksi dimana tidak adanya pajak, pajak
hanya dikenakan atastransaksi-transaksi tertentu
dan pengenaan tarif yang rendah atas labayang
bersumber dari luar negeri atau adanya perlakuan
khusus tipe-tipe transaksi yang terhutang pajak.
Negara tax haven tidak dapat didefinisikan
dengan jelaskarenasifatnya sangat relatif, yaitu
tergantung pada ketentuan masing-masing
negara dalam mendefinisikannya. Karena tidak
ada definisi resmi mengenai negara tax haven,
maka untuk menentukan bahwa suatu negara
dapat digolongkan sebagali negara tax haven
dapat dilihat dari kriteria-kriteriasebagal berikut
(Zain, 2005:328); Pertama, tidak memungut
pajak sama sekali atau apabila memungut
pajak,maka tarifnya adalah tarif pajak yang
rendah; Kedua, memiliki peraturan yang ketat
tentang rahasia bank dan/atau rahasia bisnisdan
tidak akan mengungkapkan kerahasi aan tersebut
kepada s apapun atau negaramanapun, wal aupun
hal tersebut dimungkinkan pengungkapannya
berdasarkan perjanjian internasional; Ketiga,
pengawasan yang longgar terhadap lalu lintas
devisa, termasuk deposito yang berasal dari
negara asing, baik perorangan maupun badan;
Keempat, adanya promosi dan kepercayaan
bahwanegara-negaratax haven merupakan pusat
keuangan yang baik dan terjamin.

Thin Capitalization

Thin capitalization adalah praktik mem-
biayai cabang atau anak perusahaan lebih besar
dengan utang berbunga daripada dengan modal
saham (Gunadi, 1994:198). Pinjaman dalam
konteksthin capitalization ini merupakan pinja-
man berupauang atau modal dari pemegang saham
atau pihak-pihak yang memiliki hubunganistimewa
dengan pihak peminjam (Gunadi, 1994: 279).

Menurut Gunadi (2007:279), pemberian
pinjaman dalam praktik thin capitalization dapat
dilakukan melaui beberapacara, yakni: |) direct
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loan, 2) back to back loan dan 3) paralel loan.
Pada direct loan (pinjaman langsung), investor
(pemegang saham) WPLN langsung. Sementara
itu pada pendekatan back to back loan investor
menyerahkan dananya kepada mediator sebagal
pihak ketigauntuk langsung dipinjamkan kepada
anak perusahaan dengan memberinya imbalan.
Terakhir pada pendekatan paralel loan investor
mancanegaramencari mitra perusahaan Indone-
sia yang mempunyai anak perusahaan yang
berada di negarainvestor.

Treaty Shopping

Praktik treaty shopping dilakukan untuk
dapat memanfaatkan treaty benefit. Dalam hal
ini fasilitas-fasilitas yang tercantum dalam tax
treaty (treaty benefit) hanyaboleh dinikmati oleh
residen (subjek pgjak dalam negeri) dari kedua
negara yang mengikat perjanjian (Surahmat,
2000:107-109).

Mansury (1999:215) menjelaskan untuk
memanfaatkan fasilitas-fasilitas tax treaty yang
bersangkutan harus dipenuhi dua syarat. Syarat
pertama syarat formal (administrative require-
ment) pembuktian bahwa yang bersangkutan
adalah residen dari negara yang mengikat
perjanjian tersebut berupa ““Certificate of Resi-
dent (CoR)” yang diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang di negaratreaty partner. Syarat kedua
syarat material (substantive requirement), bahwa
wajib pajak di negara treaty partner memang
benar-benar penduduk (resident) di negarapart-
ner tersebut, bukan residen negarake tiga.

Controlled Foreign Corporation (CFC)
Praktik penghindaran pajak melalui CFC
dilakukan dengan mendirikan entitas di luar
negeri dimana Wajib Pajak Dalam Negeri
(WPDN) memiliki pengendalian. UpayaWPDN
untuk meminimakan jumlah pgjak yang dibayarnya
atasinvestas yang dilakukan di luar negeri dengan
menahan |abayang seharusnyadibagikan kepada
parapemegang sahamnya. Dengan memanfaatkan
adanya hubungan istimewa dan kepemilikan
mayoritas sahamnya, badan usahadi luar negeri
tersebut dapat dikendalikan sehingga dividen
tersebut tidak dibagikan/ditangguhkan. Upayadi atas
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akan semakin menguntungkan bagi perusahaan
tersebut jikabadan usahadi luar negeri didirikandi
negaratax haven atau low tax jurisdiction.

Berdasarkan uraian diatasdalam penelitian
ini digjukan hipotesiskerja(working hypothesis)
yang berbeda dari hipotesis statistik, menjadi
pedoman dasar peneliti. Hipotesis kerjariset ini
adalah nature dari hubungan antaraparent com-
pany dan subsidiary company sebagai entitasle-
gd terpisah sehinggaterbukape uang dilakukannya
transaks antar entitastersebut sedemikian rupaguna
mencapa keuntungan setelah pgak (earning after
tax) tinggi, dengan cara penghindaran pajak.
Kecenderungan tersebut diperkuat dengan
ketentuan anti tax avoidance Indonesiayang belum
sepenuhnya dapat diterapkan dalam upaya
menangkal praktik penghindaran pajak.

METODE

Pendekatan penelitianyang dipilih dalam
penelitian ini adalah mixed approach (pende-
katan gabungan). Kombinasi ini dilakukan untuk
menjawab pertanyaan penelitian yang tidak sepe-
nuhnya dapat dijawab dengan pendekatan kua-
litatif ataupun kuantitatif. Kombinasi penelitian
kualitatif dan kuantitatif dimungkinkan jika
keduanya berpijak pada paradigma yang sama.
Penelitian dalam paradigma positivist tidak
semuanya merupakan penelitian kuantitatif

Prosedur penelitian diuraikan melalui
tahap; Pertama, peneliti menentukan pertanyaan
penelitian yang relevan dengan fenomenayang
akan diteliti tersebut; Kedua, peneliti menggali
datadengan mengajukan pertanyaan kepada para
informan kunci yang memiliki pengetahuan
memadal mengenai fenomenayang akan diteliti
tersebut; Ketiga, penditi membandingkannyadengan
teori yang digunakan. Dengandemikianandissdata
diawali dari abstraks dataempirisyang diperoleh
dari lapangan (data primer hasil wawancara
mendalam) dan pola-polayang terdapat dari data
yang diperoleh, pendliti akan menarik kessmpulan.
Proses pengumpul an dataakan dil akukan beberapa
kali sampai penditi memperoleh pemahaman yang
barsfatkomprenenaf mengera fenomenasosd yang ditdliti
yakni tentang praktik penghindaranpgak dehPMA
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HASIL

Dari hasil penelitian lapangan diketahui
bahwalimaskemapenghindaran pgak internasond
yaitu: transfer pricing, thin capitalization, peman-
faatan negaratax haven, treaty shopping dan CFC
ditemukan padaPT. PMA di Indonesia. Dari kelima
skema penghindaran pajak tersebut, skemapeng-
hindaran pgjak yang padaumumnyadigunakan pada
PT.PMA di Indonesiaadalah skematransfer pric-
ing, thin capitalization dan treaty shopping. Kare-
nabervariasinyaskemayang dipergunakan PMA,
aaspertimbangan efisend penulisanrisetini, waau-
punilustras dan narad tetap diperlukan sebagal dat
bantu, makapenulishanyamenygjikan skematrans-
fer pricing dan thin capitalization sgjayang digam-
barkan sertadiberikan naras adalah sebagal berikut:

Praktik Penghindaran Pajak (tax avoidence)
Melalui Skema Transfer Pricing
Skematransfer pricing yang dilakukan oleh
subsidiary company (PT. PMA) di Indonesia
bermacam-macam, meskipun dengan satu tujuan
yaituuntuk mengurangi beban pgak di Indonesa.

Praktik Penggelembungan inter company cost.

Praktik penggelembungan inter company
cost yang pada umumnya dilakukan dalam
praktik antaralain adalah penggelembungan in-
ter company cost melalui kewajiban membayar
fee ataspemakaian jasa, seperti : jasamang emen,
jasa teknik dan jasa-jasa lainnya kepada induk
perusahaan (parent company di LN), dengan
harga transaksi yang ditentukan oleh induk
perusahaan di luar negeri yang pada umumnya
melebihi harga pasar wajar. Kewajiban pemba-
yaran mangjemen fee kepada induk perusahaan
di luar negeri terasa janggal manakala struktur
komisxisdandireks sudehlengkgpberadadi Indonesa

Praktik Pembebanan biaya royalti atas pema-
kaian merek dagang milik induk perusahaan
yang sebenarnya tidak diperlukan.

Bentuk Praktik lainnyadari skematrans-
fer pricing, berupakewajiban membayar royalti
atas pemakalan hartatidak berwujud kepadainduk
perusahaan di luar negeri dengan persentaseyang
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ditentukan olehinduk perusahaan. Meskipun anak
perusahaan di Indonesiadalam kondis merugi, akan
tetapi kewajiban membayar royalti tersebut tetap
harus dilaksanakan. Bahkan biasanya persentase
royalti yang harus dibayar cenderung dinaikkan
Setigp periodetertentu.

Praktik memperbesar biaya bahan baku dan
atau memperkecil penghasilan dari penjualan
barang.

Skemayang pertamadari praktik ini con-
tohnyaberupa pembelian bahan baku dari induk
perusahaan dengan harga beli yang tinggi, se-
hingga biaya pembelian bahan baku yang dibe-
bankan oleh anak perusahaan di Indonesiamen-
jadi tinggi. Selanjutnya barang jadi yang dipro-
duksi oleh anak perusahaan dijual kepadainduk
perusahaan dengan harga jual yang rendah, se-
hingga penghasilan dari penjualan produk yang
dilaporkan oleh anak perusahaan di Indonesia
menjadi rendah. Sebenarnya praktik bisnissema-
cam itu merupakan hal yang wajar manakala
harga transaksi yang digunakan sama dengan
hargayang diterapkan sesuai dengan hargatran-
saksi pada pihak-pihak yang independen.

Skema kedua dari praktik memperkecil
penghasilan dari penjualan barang adalah skema
dimana PMA (anak perusahaan) di Indonesia
melakukan transaksi penjualan melalui perusa-
haan yang dibentuk oleh PMA di luar negeri
(dummy company) yang dapat dijelaskan pada
paragraf berikut: PT. KS INDONESIA (PMA)
melakukan transaks penjualanmelaui perusahaan
KW Corp. yaitu perusahaan yang merupakan
bentukan PT. PMA di luar negeri (dummy com-
pany). Barang langsung dikirim dari PT. KSIN-
DONESIA kepada konsumen. Dalam hal ini
hargajual yang diketahui dan dilaporkan sebagal
penghasilan PT. KSINDONESIA hanyalah harga
kepada KW Corp., sementara harga dari KW
Corp. kepada konsumen tidak diketahui.

Skema ketiga dari praktik memperkecil
penghasiian dari penjudan adaah: PMA mdakukan
transaks penjudan meaui pemegang seham. Skema
keempat adalah: PMA melakukan transaksi
penjualan melalui perusahaan lain di bawah
kepemilikan yang sama dengan PMA. PMA
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melakukan transaks penjualan melaui perusahaan
X Ltd. (perusahaan yang berada di bawah
kepemilikan yang sama dengan PMA). Barang
langsung dikirim dari PMA kepada konsumen.
Ddamhd ini hargajud yang diketahui dandilgporkan
sebagal penghasilan PMA hanyaah hargakepada
X Ltd., sementara harga dari X Ltd. kepada
konsumen tidak diketahui.

Skema kelima adalah praktik penjualan
melalui Regional Office yang didirikan di negara-
negara tertentu dan dapat diberikan yaitu: PT.SFI
(PMA) di Indonesia mendirikan Regional Of-
fice (SF Inc) di luar negeri untuk melaksanakan
fungsi pemasaran (marketing). Biasanyanegara-
negara yang dipilih sebagai negara tempat
pendirian Regional Office adalah negara-negara
yang tarif pg aknyarendah atau banyak memberi-
kan fasilitas perpajakan, seperti Hongkong,
Singapura, dan lain-lain. Khusus untuk Singa-
pura, negaratersebut memberikan fasilitas penge-
naan pgak yang sangat rendah bagi Regional
Office yang didirikan di negaratersebut. Melalui
skemaini secaraglobal perusahaan memperoleh
keuntungan ganda.

Praktik memperkecil omzet penjualan PMA
melalui transaksi maklon. Skema ini dapat
digambarkan sebagai berikut:

Pada skema ini PT. PMA di Indonesia
memproduksi barang atas pesanan dari induk
perusahaan di luar negeri dengan bahan baku
yang dikirimdari M Ltd. selaku pemesan. Dalam
ha ini PT.PM A hanyabertindak seperti tukang jahit.
Kontrak jua beli produk dibuat antara M Ltd.
dengan konsumen di luar negeri, akan tetapi
pengiriman barang dilakukan langsung dari
PT.PMA kepada konsumen atas perintah M Ltd.
atas jasanya membuat produk pesanan X Corp.,
makaPT. PM A akan mendapatkan fee dari M Ltd.
yang biasanyasebesar " at cost” atau dengan mar-
ginlabayang kecil.

Praktik pinjaman pemegang saham melalui
PMA

Skema pertama berupa praktik pembe-
banan biaya bunga dan hanya keuangan lainnya
dari pinjaman pemegang saham kepada pemberi
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pinjaman di luar negeri, seperti dijelaskan pada
paragraf berikut: Pemegang saham melakukan
pinjaman kepada pihak [uar negeri dengan jami-
nan PT. ACG IND. (PMA). Dana pinjaman dari
pemberi pinjaman dikirimkan kepada pemegang
saham melalui PT. ACG IND. Selanjutnyadana
ini digunakan seluruhnya oleh pemegang saham
untuk investasi dan keperluan lainnya di luar
kepentingan PT. ACG IND. PT. ACG IND.
membebankan seluruh biaya bunga dan biaya
keuangan yang timbul kepadapemberi pinjaman
di luar negeri.

Skema kedua berupa praktik penghinda-
ran PPh pemotongan dan pemungutan (withhold-
ing tax). Dalam kondis dimana kerugian yang
dilaporkan oleh PMA sudah sangat besar, maka
praktik penghindaran pajak yang dilakukan
adalah praktik penghindaran PPh pemotongan
dan pemungutan (withholding tax). Praktik-
praktik tersebut antara lain melalui: (i) Praktik
pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham.
Daam hal ini induk di luar negeri memberikan
pinjaman kepada anak perusahaan (PMA) di In-
donesiatanpa membebani kewajiban membayar
bunga. Implikasinyatidak ada pemotongan PPh
(PPh pasal 26) yang dilakukan oleh anak
perusahaan, (ii) Praktik pemakaian bahan baku
untuk membuat produk sgienis dengan produk
yang dihasilkan oleh induk perusahaan di luar
negeri dan pemakaian merek dagang induk peru-
sahaan tanpa pembayaran royalti kepada induk
perusahaan di luar negeri.

Praktik Penghindaran Pajak melalui Skema Thin
Capitalization

Praktik Thin Capitalization adal ah prak-
tik penyetoran modal terselubung melalui pem-
berian pinjaman yang melampaui batas kewa-
jaran. Pemberian pinjaman dalam praktik Thin
Capitalization yang dilakukan oleh PT. PMA di
Indonesia adatiga skema, antaralain:

Skema Direct Loan

Anak perusahaan (PMA) di Indonesia
dalam kondisi merugi, namun sumber pendanaan
langsung dari induk perusahaan di luar negeri
terus menerusdiberikan dalam bentuk pemberian



Praktik Penghindaran Pajak oleh FDI, (Rahayu)

pinjaman (bukan penyetoran modal tambahan).
Untuk itu PT. PMA diwajibkan membayar bunga
kepada induk perusahaan di luar negeri. Bunga
tersebut selanjutnya dibebankan sebagai pengu-
rang penghasilan bruto PT. PMA. Pemberian
pinjaman yang dilakukan terus menerustersebut
mengakibatkan perbandingan antara hutang
dengan modal PT. PMA menjadi tidak wajar.

Skema Paralel Loan

Pada skemaparalel loan ini, X Ltd. yang
merupakan induk perusahaan tidak secaralang-
sung memberikan pinjaman kepada PT. X Ind
(PMA) di Indonesia. Dalam hal ini X Ltd. mem-
berikan pinjaman kepada PT. Y Indonesia yang
merupakan anak perusahaan 'Y Ltd. di luar negeri.
SebaliknyaY Ltd. memberikan pinjaman kepada
PT. X Indonesia yang merupakan anak perusa-
haan X Ltd. Dalam hal ini ternyata X Ltd. danY
Ltd. berada di bawah kepemilikan yang sama
dari perusahaan di luar negeri.

Skemaparalel loan dianggap |ebih aman
karena pinjaman tidak langsung berasal dari
induk perusahaannya. Di samping itu pihak pajak
diharapkan tidak melakukan koreksi kewajaran
bungayang dibayarkan oleh PT. X IND., karena
pihak kantor pajak tidak mengetahui bahwaanta-
raPT. X IND. dengan Y Ltd. atau antara PT. Y
IND dengan X Ltd. memiliki hubunganistimewa.

Skema Back to Back Loan

Pada skemaback to back loan pendanaan
dari induk perusahaan di luar negeri kepadaanak
perusahaan (PT. PMA) di Indonesiamelalui pem-
berian pinjaman tidak dilakukan secaralangsung.
Daam hal ini induk perusahaan menyimpan de-
posit ke Bank (Bank di Indonesia), kemudian
Bank tersebut memberikan pinjaman kepada PT.
PMA di Indonesia. Ataspinjamantersebut PT. PMA
membayar bungakepadaBank yang bersangkutan.

Skema back to back loan juga dianggap
skemayang lebih aman karena atas pembayaran
bungakepadaBank biasanya pihak kantor pajak
tidak akan melakukan koreksi kewajaran. Di
samping itu, padaskemaini pihak kantor pgjak tidak
dapat mengetahui bahwa danayang dipinjamkan
oleh Bank kepada PT. PMA merupakan dana
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deposit dari induk perusahaadi luar negeri.

Contoh kasusPT. A (PT. PMA) di Indone-
Siadengan PT. B beradadi bawah kepemilikanyang
sama, yaitu X Corporation di luar negeri. Skema
back to back loan di sini dilakukan antarakedua
anak perusahaan di Indonesia(antaraPT. A dengan
PT. B). Dalam hal ini PT. A menyimpan deposit
padaBank Y di Indonesia, selanjutnyaBank Y
meminjamkan danatersebut kepada PT. B.

Skema ini lebih sederhana karena tidak
melibatkan pihak luar negeri. Penghasilan bunga
yang diterimaPT. A dari Bank Y dikenakan PPh
final sebesar 20% dari jumlah bunga bruto oleh
Bank Y. Sementara itu pembayaran bunga dari
PT. B kepadaBank Y dapat dibebankan sebagai
biayaPT. B. Apabilapinjaman tersebut dilakukan
secara langsung dari PT. A kepada PT. B, maka
penghasilan bunga yang diterima oleh A akan
terkena PPh Badan sebesar 30%.

Praktik Penghindaran Pajak Melalui Skema
Treaty Shopping dan Pemanfaatan Negara Tax
Haven.

Praktik treaty shopping dilakukan untuk
dapat menikmati tarif pgjak rendah dan fasilitas-
fasilitas perpajakan lainnya yang tercantum
dalam tax treaty tersebut. Praktik treaty shop-
ping yang dilakukan oleh PT. PMA Indonesia
antara lain melalui pendirian Special Purpose
Vehicle (SPV) di negara-negaratax haven.

Praktik Penghindaran Pajak Melalui Skema
Control Foreign Corporation (CFC).

Praktik penghindaran pajak melalui
skema CFC dilakukan dengan cara menunda
pengakuan penghasilan dari modal yang ber-
sumber dari luar negeri (khususnyadi negaratax
haven) untuk dikenakan pajak di dalam negeri.

PT. PMA memiliki saham sekurang-
kurangnya 50% pada XY Z Co. sebuah perusa-
haan yang didirikan dan bertempat kedudukan
di negeratax haven dan saham XY Z Co. tidak
diperdagangkan di Bursa Efek. Tujuan menem-
patkan saham pada perusahaan di negaratax ha-
ven dan tidak memperdagangkan saham di Bursa
Efek adalah agar PT. PMA di Indonesia dapat
mengatur saat diterimanyadividendari XY Z Co.
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Seaual ketentuan yang berlaku penghindaran
berupadividendari luar negeri akan digabung dengan
penghasilan dalam negeri pada saat diterimanya
dividen dari luar negeri tersebut. Melalui skema
CFC tersebut, saat diterimanyadividen dapat diatur
padasaat PT. PMA di Indonesiamengalami rugi.
Dengan demikian penghasilandividendari XY Z Co.,,
tersebut tidak terkenapajak (PPh Badan) di Indo-
nesiakarenaPT. PMA rugi. Di lain pihak di luar
negeri (negaratax haven) dividen dari XY Z Co.
tidak dikenakan pgjak.

Praktik Pemanfaatan Negara Tax Haven

Pemanfaatan Negaratax haven dalam rangka
penghindaran pajak dapat dijelaskan dengan jelas
dan tersebar pada skema-skema pengindaran
pajak sebelumnyadi atas (praktik transfer pric-
ing, thin capitalization, treaty shopping dan
Control Foreign Corporation (CFC). Dalam hal
ini negara tax haven merupakan fasilitas yang
digunakan untuk mendukung praktik
penghindaran pajak tersebut.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian, penulismemperoleh
temuan yang sejalan dengan literatur perpajakan
internasional tentang skema penghindaran pajak
yang kerap dilakukan oleh perusahaan multina-
sional berbentuk PMA (subsidiary company)
yaitu skematransfer pricing, skemapemanfaataan
negara tax heaven, skema thin capitalization,
skema treaty shopping, serta skema Controlled
Foreign Corporation (CFC). Transfer pricing
yang memohilisas labademi keuntungan perusahaan
induk karenakemudahan repatriasi labadi Negeri
kita dan thin capitalization yang membebani
Penanaman Modal Asing (subsidiary company)
dengan beban utang berlebih demi keuntungan
perusahaan induk add ah duaskemayang terbanyak
digunakan oleh perusahaan multinasiona PMA.

Temuan skema transfer pricing serta
skemathin capitalization mengonfirmas temuan
penelitian lain yang dilakukan oleh Septriadi
(2003:25) dan Syafril (2005:27). Kedua peneliti
tersebut, Septriadi dan Syafril, meneliti secara
spesifik di suatu perusahaan skematax avoidance
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yang selamaperiode penelitian berjalan walaupun
hanyamenggunakan andissmasing-masing skema
seperti yang telah penulisnarasikan dalam sub bab
Perencanaan Pgjak dan Penghindaran Pgjak. Sdlain
keduapraktis perpgakantersebut, penditi lainyang
membahas skema penghindaran pgak khusus(Con-
trolled Fioreign Corporation — CFC) Octo
Pangaribuan (2007:28), Makhfatih (2005:194),
L apidoth (2006:29), Setyowati (2010:5), Saputro
(2007:13), dan Lenora (2009:21). Pangaribuan
melakukan penelitian implementasi CFC yang
bertujuan mencegah praktik penghindaran pajak
dengan komparasi padaNegaraAustralia, Makh-
fatih lebih spesifik kepada studi kasus pajak ho-
tel non Bintang yang berfokus padaunsur penge-
lapan pgjaknya. Lapidoth dari Bar-llan Univer-
sity di Israel menganalisis aggressive tax plan-
ning dalam hal perubahan dasar pengenaan pajak
penghasilan dari basis teritorial menjadi basis
global bagi penduduk (resident) Israel.
Karenabesarnyapotensi kerugian akibat
praktik penghindaran pajak terutama transfer
pricing, maka OECD (1997:12-17) memberikan
pedoman dalam menilai aktivitas bisnisterkate-
gori atau tidak dalam transfer pricing, berman-
faat bagi pihak administrasi perpajakan dalam
mel aksanakan tugasnya. OECD jugamenyatakan
perusahaan multinasional tidak sepenuhnyaber-
sdahdalam sod perbuatan yang telah banyak meru-
gikannegaraini. MgadahTempo (Edis April, 2010)
memaparkan riset investigas perpaj akan bertajuk
“Membedah Problematika K ebijakan dan Mafia
Perpgakandi Indonesid’, menguraikan dataOECD
yang menengarai sekitar 60 persen dari total
perdagangan di dunia terindikasi melakukan
transaks “dengan hargakhusus’ antarpihak yang
memiliki hubungan istimewa. Oleh karena itu,
mendesak diperlukan pengetahuan beneficial owner
ddam perpg akan sebagaimanayang diandisisoleh
Saputro (2007:13). Tujuan analisis beneficial
owner dimaksudkan adanyakesamaan paradigma
antarapetugaspg ak (fiskus) danwgjib pgak terkait
(perusahaan) yang mendapat manfaet terbesar ddam
penghasilan bunga. Studi Saputro bermaksud
mengidentifikasi beberapa faktor yang
menyebabkan terjadinya perbedaan tafsir dalam
penentuan beneficial owner antara fiskus dan
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perusahaan (wgjib pgak). Upayarekayasaa okas
keuntungan di antara beberapa perusahaan dalam
satu grup perusahaan multinasional sehingga
pajak yang dibayarkan menjadi rendah adalah
problematikayang sukar dipecahkan tanpakoor-
dinas antar pemerintah negaramaju dan berkem-
bang (Lenora, 2009:21 dan Setyowati, 2010:5).
Koordinas kebijakan dan upaya dimaksudkan
agar eksistens FDI melalui kehadiran perusahaan
multinasional tetap beradadalam koridor hukum
negaratuan rumah.

SIMPULAN

Beberapa simpulan yang penulis tarik
berdasarkan hasil penelitian empiris yang telah
dilakukan: pertama, praktik-praktik penghin-
daran pgak (tax avoidance) yang padaumumnya
dilakukan oleh Foreign Direct Investment (FDI)
yang berbentuk subsidiary company (PT.PMA)
di Indonesia dilakukan melalui skema transfer
pricing, thin capitalization, Controlled Foreign
Corporation (CFC), pemanfaatan negara tax
haven dan treaty shopping. Adapun skema
penghindaran pajak yang paling banyak diguna-
kan di Indsonesia adalah skema transfer pric-
ing, thin capitalization dan treaty shopping.

Kemudian, praktik penghidaran pajak
tersebut dilakukan dengan memanfaatkan peluang-
peluang yang terdapat dal am ketentuan perpajakan
yang berlaku. Hal tersebut jugadiperkuat dengan
karakterigtik hubungan antaraanak perusahaan (sub-
sidiary company) di Indonesia dengan induk
perusahaan (parent company) di luar negeri yang
menurut kacamatapajak dianggap sebagai entitas
terpisah (separate entity). Dengan demikian antara
anak perusahaan dengan induk perusahaan tersebut
dapat melakukan transaksi (inter company trans-
action) yang diatur sedemikian rupa agar anak
perusahaan (subsidiary company) di Indonesia
mengalami kerugian, sedangkan secarakesd uruhan
bisnisnyasdandi Indonesamash mengdami untung.

Daam kerangka kebijakan perpajakan,
sebagal bagian dari kebijakan publik, makaana-
lisis praktik penghindaran pajak menjadi kajian
penelitian yang relatif baru serta menantang da-
lam operasionalisasinya. Untuk itu, masih perlu

179

dipertajam aspek metodologi yang lebih efektif.
Kontribusi penelitian adalah dengan paradigma
penelitian yang positivist tidak sertamertamem-
batasi peneliti dalam melakukan kombinasi an-
tarametode kuantitatif-kualitatif (gabungan) se-
carabersama. Diharapkan padapenelitian selan-
jutnya, kombinasi antara kedua metode dapat
menghasilkan kualitas penelitian yang lebih baik.
Penelitian yang dilakukan penulishanya
difokuskan pada identifikasi praktik penghin-
daran pgjak dalam bentuk limaskemayang lazim
digunakan oleh subsidiary company berbadan
hukum PT PMA di Indonesia. Adapun detail
upayayang telah dilakukan oleh Direktoral Jen-
deral Pgjak dalam menangkal dan menangani
praktik penghindaran pajak serta kebijakan
penangkal penghindaran pajak tidak dielaboras
karena akan dibuat dalam penelitian tersendiri
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